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BUPAT] BANYUMAS

|’ERA'I‘URAN BUPA

TI BANYUMAS
NOMOR gg T

AHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] BANYUMAS,

\lenimbang Bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 32 ayat (4),

Pasal 33 ayat (4), pasa] 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat

(7),  dan Pasa) 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas  Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertenty gj Kabupaten Banyumas,
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana
Pemungutan Retribusi Izin Trayek.

perlu menetapkan
an dan Tata Cara

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

3. Undang-Undang  Nomor 32  Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan
| Angkutan Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2059 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5023); (‘\
-
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5. Undang.
ng Undnng Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribuya .
Tahun :;E(I)J!l,lm Daeraly (lembaran Negara Republik lndoncs'lﬂ
Ind i Nomar 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
hdonesin Nomor 504¢),
6. Per '
t(‘n::lmn Daerahy Knhupmcn Banyumas Nomor 19 Tahun 2011
nlang - Retribygj Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas

(Lembaran p
Seri C), “erah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4

MEMUTUSKAN:

: PE X
yenctapkan :A'?:TURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 1ZIN TRAYEK.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

palam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
|. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

). Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Lo

Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyumas.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyumas.

A

6. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten

Banyumas.

7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan
diberi tugas tertentu oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan
Retribusi.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan

nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial
3 ’
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10-

11

12:

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19,

20,

politie AZR-TIES Wisasi lainnyy, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk
kontrak investasi kolektif dan ben Tintia ta
tuk etap.

Trayek adalah adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk

Pclaya?an IFPe SUESUIED: ey Mempunyai asal dan tujuan, perjalanan tetap,
serta lintasan tetap, baik berjadwa] maupun tidak berjadwal.

tzin Trayek adalah izin yang giberikan untuk menyediakan pelayanan
angkutan penumpang umum pada suaty atay beberapa trayek tertentu.
wajib Retribusi  adalah

. orang pribadi atau Badan ang menurut
ketentuan  Retribusi .

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

Tertcntu. Di Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi.

Hari adalah hari kerja.

pemungutan adalah suatu rangkaian kegjatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang, sampai

kegiatan penagihan retribusij kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah
Daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah ketetapan
retribusi lebih kecil dari jumlah retribusi terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah  kelebihan ~pembayaran retribusi karena jumlah  penetapan
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.
3
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r L TSR

) “_““,”hmmnn ndalalh “erangkningn ke

A, ketetanpan, """/ulnu b
Im‘“"‘“"m' berdasarkan

Rlntan - menghimpun  dan mengolah
kl yoang dilaksanakan sccara objektif dufl
Suntu wandae pemeriksann  untuk  menguiji
h.‘mmlmu pemenuhan kewanjiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain

anpka
Jalam t K lllvluks.nnnkun ketentunn peraturan pcrundung-undﬂngﬂn
petribusi dacrah,

BA 11

Sl PELAKSANA PEMUNQUTAN RETRIBUSI
Pasal 2

INSTAN

itan Retribusi i {
" Pemung 181 dilaksanakan oleh Dinns.

2 kepala Dinas diberi pelimpahan seba

gian kewenangan olch Bupati dalam
melaksanakan pemungutan Retribusi,

;5 Pehimpahan  sebagian  kewenangan secbagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dalam Peraturan Bupati inj,

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Bagian Kesatu
Tata cara Pendaftaran
Pasal 3

!} Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan oleh Pemilik Izin Trayek atau yang diberi
kuasa dengan persyaratan sebagai berikut:

a mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemilik
Izin Trayek atau yang diberi kuasa dengan Bahasa Indonesia ditujukan
kepada Kepala Dinas, yang memuat keterangan sebagai berikut:

1. Nama pemilik Izin Trayek;
2. Alamat Pemilik Izin Trayek;
3. Trayek

b. Permohonan scbagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan
data/dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Foto kopi identitas pemilik lzin Trayek untuk perorangan dan akta
pendirian badan hukum untuk badan;

2. Dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat
kuasa atau perjanjian yang dibubuhi meterai secukupnya dari Pemilik
Izin Trayek;

3. Foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;

4. Foto kopi Buku Uji Kendaraan Bermotor;

4

b

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Fm-nmlir beserta kC]Cngku

Pan ¢
discmhknn kepada Kepala dok

Umen g
; se
Dingg,

bagaimana dimaksud pada ayat (1,)

lir ndaft iy
3 panaeis 0 Waelil Retribyg;

Tpisahkg . lercantum  dalam Lampiran [ yang
n darj Peraturan Bupati ini.

(3) Pendataan  objek dan subjek Retribusi dapat dilakukan oleh pihak

ang ditentukan dan ditunjuk oleh

BAB 1V
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 5

Masa Retribusi Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 6
(I) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

{2) Kepala Dinas menerbitkan SKRD.

BABV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di Daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 8

g Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
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an re i di
) pernungut tribusi dilaksanaja, dengan menggunakan SKRD.
Bent‘*‘k dan format SKRp
@ galam Lampiran I yang m
Bupaﬁ ini.

*cbagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
€fupakan bagian tigak terpisahkan dari Peraturan

N DAN TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Kesatu

Tata Carg Pembayaran
Pasal 9

0 pembayaran retribusi terutang haryg dilunasi sekaligus.

aran retribus;j .
0 pembay usi terutang dilaksanakan setelah diterbitkannya SKRD.

o Retribusi terutang dibayarkan dj Dinas.

m Retribusi terutang sebagaimang di

: maksud dalam ayat (2), dilunasi paling
lambat 15 (lima belas) hari sejak dite yat (2)

rbitkannya SKRD.

5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dim

aksud pada ayat (3) dilakukan dengan
menggunakan formulir SSRp.

6) Bentuk dan format SSRD, tercantum dalam

_ ) Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 10

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sampai
dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Kepala Dinas
melakukan teguran.

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis.

() Dalam hal diperlukan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan jangka waktu kurang dari
sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD.

[) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran [V
Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6
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v e

Pasal 1

sebulan scjak tanggal

qelal diterb;
AL :‘rwn;lilmn- VHeAntyn SKRD, Kepala Dinas melakukan
p
han  scbagaimana dimakgy
b I1‘-“11::‘:unuknn STRD. 4 pada ayat (1), dilaksanakan dengan
me!
diterbitkan oleh Kepalg
K STRDRSUd pada ayat (1), Dinas Segera sctelah tanggal sebagaimana
dima

, Daler® STRD dimuat juga denda yang harys dibayarkan
( .

N din‘l“ksuc' pada ayat (1),

format STRD "
o gentuk dxa.m . tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
® idak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasall?2

1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan melihat kemampuan
wajib Retribusi.

)) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam
hal terdapat permohonan dari Wajib Retribusi mengenai pengurangan besarnya

Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.

(3) Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan permohonan untuk

membayar secara angsuran atas kewajiban membayar Retribusi terutang

sebagaimana tercantum dalam SKRD.

(4 Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dengan melihat

fungsi objek Retribusi.

Pasal 13

1 b
() Untuk mengajukan permohonan penguranga. keringanan dan pembebasan

retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam

Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas den
' an.
alasan pengurangan, keringanan dan pembebas

gan dilampiri SKRD dan alasan-

7
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| SEEES

shonan pengurangan .
L e Ran, keringanan dan pembebasan hanya atas SKRD yang
’ welah ditetapkan,

‘ “_'““ﬂ\nnﬂll I‘(‘“R\Ifllngnn.

keringanan  atay pembebasan Retribusi dalam

pangha waktu - paling lambat 14 (empat belas) hari scjok tanggal diterimanya

:;NRD.

_ patam hal permohonan Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi

wlah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan
wdak dapat diterima,

o Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
pinas melakukan pemeriksaan terhadap objek Retribusi.

, Aws permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi, Kepala Dinas
meclakukan penilaian terhadap kemampuan Waijib Retribusi.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat
mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan ditetapkan dalam
heputusan.

* Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (7), mencantumkan juga alasan
pengabulan atau penolakannya.

Pasal 14

!| Awas permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi tidak menunda
Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya.

2 Atas permohonan keringanan Retribusi, apabila telah disetujui terhadap sisa
kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi.

% Atas permohonan keringanan diwajibkan membayar kewajiban Retribusi
terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajiban
Retribusi yang tercantum dalam SKRD.

% Denda administrasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan
apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya pada tanggal jatuh
tercantum dalam Keputusan persetujuan

lempo terakhir sebagaimana
keringanan,
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4

()

#

B)

pungutan retribusi sebagaimang dim

KRDKB aksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
Q v

rekening Kas Daerah,

Nus WEQITRTERN wcjumist Pembayaran, dikenakan denda sebesar 2% (dua
persen) per bulan.

Bentuk _dan meTat SKRDKB tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 16

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan Tanda
Bukti Penerimaan Retribusi.

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima
lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terlampaui,
maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan, SKRDLB wajib diterbitkan.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua)
bulan maka Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap
bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pembayaran kelebihan pembayaran dan bunga dilaksanakan di tempat
Pembayaran ditetapkan oleh Kepala Dinas.

b
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pentuk dan format SKRDLB, (e

rcantum dalam Lampiran VII yang merupakan
pagian tidak terpisahkan dari p

craturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat menge

tahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan pene

Mmpalannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 8 DEC 2013
BUPATI BANYUMAS,

2.

\ ACHMAD HUSEIN
Diundangkan di Rurwokerto ||
Pada Tanggal ..... .Hﬁ...gg(.;...lﬂll w1
SEKRETARIS I

!

I SAPTONO, Msi
Pembink Utama Muda
NIP 19640116 199003 1 009
ITA DAFPAH EABUPATEN BANYUMAS TAHUN ......... NOVOR ......

| r. W
|
1

| ———

10
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LAMPIRAN |
PER}\TURAN
NOMoOR

BUPATI BANYUMAS

TAI
PETUNJUK p HUN 2013 TENTANG

PEMUNGyT

peng®®
tbagaj pberikut @
: Nama Perusahaan

Alamat Pemilik
. Trayek

a.

an g

hagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

| foto kopi KTP/ akta pendirian badan hukum/
1 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

1 Buku Uji Kendaraan Bermotor;

ELAKSANAAN DAN TATA CARA

AN RETRIBUSg] IZIN TRAYEK

RMULIR PENDAFTARAN
SI1ZIN TRAYEK

Purwokerto,
Kepada Yth.

Kepala DINHUBKOMINFO
Kab. Banyumas

......................................

surat kuasa atau perjanjian)*;

+ Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT)/Izin Trayek yang telah habis masa berlakunya)*.

)* coret yang tidak perlu

Pemohon

..............

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Dipindai dengan CamScanner
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK DAN FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

SKRD
rEHEmNTAH KABUPATEN BANYUMAS (Surat Ketetapan Retribusi Nomor Urut :
DINHUBKOMINFO Daerah)
JL. Margantara Tanjung
No. 460 Purwokerto Tahun :.........
= '
wumat
NOMOR JENIS RETRIBUSI DAERAH JUMLAH
IZIN TRAYEK
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor :
Masa Retribusi: Tahun .........____.
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Rp.
Jumlah Sanksi Rp.
Jumlah Keseluruhan Rp.
Jmgan Huruf :
TRHATIAN :

. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan;
. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD

dterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap
bulan_

Purwokerto , .......cccceevvenennennnnn., 20..
an.Kepala DinhubkominfoKabupaten Banyumas
Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
12
(}\,
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LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI 1ZIN TRAYEK

BENTUK DAN FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
Jiterima uang aEbosar R — NeTTS s
gartl hur‘uf :
m‘ﬂn .......................................... BERK:  Soceseannis
\(Kf‘nsan .......................................... ik
A rincian scbag-ﬂi berikut: : i
ﬁ“ Node Rekening Uraian Rincian Obyek Jumlah (Rp.)
JUMLAH

sanjuk Pengisian Uang tersebutditerima bank
| Formulir ini digunakan untuk penyetoran pada tanggal ......................

PENDAPATAN. (Lampirkan slip setoran bank)
1 Saru lembar STS agar disertai satu lembar slip | Disetor oleh :

setoran bank. Nama e
1 No. STS agar diisi sesuai dengan tata cara Jabatan s e S R e fa e

penomoran di SKPD Tanda Tangan
4 Kode rekening agar diisi lengkap, dengan Mengetahui

format: Nama

o [ xx [ 00 00 | x [x[x[xx[xx]| Jabatan

Kode Kode Kode Akun Tanda Tangan
SKPD (5 | Kegiatan Pendapatan Lengkap
digit) (4 Digit) (7 digit)

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPAT]L.BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

13

(v
o

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

LAMPIRAN [v

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR  TAHUN 2013 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUS] IZIN TRAYEK

BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

PUIWOKETLO, oooevceneieeee e
oot - Kepada Yth.

:  Teguran
l‘_mp ...........................

Bahwa be'rdasia:kan catatan yang ada pada kantor kami, sesuai dengan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah Saudara terima, sampai dengan saat ini

Saudara belum membayar/kurang membayar Retribusi Izin Trayek yang menjadi
kewajiban Saudar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara segera melunasi

tagihan retribusi di Kantor DINHUBKOMINFO Kabupaten Banyumas pada hari kerja
segera seterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala DINHUBKOMINFO Kab. Banyumas

...........................................

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

LAMPIRAN v

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR  TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA

CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
BENTUK DAN FORMAT
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
(Berdasarkan................ )
__—~ferusahaan Angkutan
NI pemilik :
et P B :
\ M omor Kendaraan Bermotor :
b
PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI DAERAH
4 lzin Trayek R sace o A
Rearibust DEnpafl HUPHES visiicimmieriniisiotois cit TR m
Wi g
sglan | Rp.
3lan IV Ep.
Bula.n Vv Rp.
IETERANGAN :
Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam
uhan kewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
Peraturan Daerah yang berlaku.
....................... | I
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,
ACHMAD HUSEIN
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Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

LAMPIRAN vi
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNQUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN RETRIBUS| DAERAH KURANG BAYAR

y H KABUPATEN BANYUMAS
,-rEubRINTS‘NHUBKOMWK) — SKRDKB Nomor Urut :
J1. Margantara Tanjung ct;:{lnpan Retribusi Dacrah
N -Nn. 460 PuFwolsrt urang Bayar )
Tahun:.........

. p,-mllik/Nama Perusahaa
w :

“":tunm or Kendaraan Bermotor:
il

) JENIS RETRIBUSI DAERA

~WOR H JU

WM KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 1ZIN TRAVER i
TNKB
Periode : Tahun..............
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar Rp.
Jumlah Kekurangan Retribusi Rp.
Jumlah Yang Harus Dibayar Rp.

:_EH,\T“-N :

Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah
SSRD). Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Purwokerto No. Rek. ............

! Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDKB diterima
" dkenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto, .....................20...

An. Kepala Dinhubkominl'ol(abﬁpalcn Banyumas
Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

FeAd__

ACHMAD HUSEIN
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Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
SURAT KETETAPAN RETRIBUS] DAERAH LEBIH BAYAR
"ﬁ:_MF,RINTMI KABUPATEN BANYUMAS SKRDLB Nomor Urut :
DINHUBKOMINFO (Surat Ketetapan Retribusi
JI. Margantam Tanjung Daerah Lebih Bayar )
‘ No. 460 Purwokerto
l Tahun: .........
"Nama '
| Alamat
. Nomor Objek Pajak (PBB)
' NOMOR JENIS RETRIBUSI DAERAH JUMLAH
P KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
i Lokasi
Periode : Tahun ..............
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah dibayar Rp.
Jumlah Kelebihan Rp.
Jumlah Yang Harus Dibayar Rp.
| Dengan Huruf :

PERHATIAN :

Apabila SKRDLB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDLB

diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

PurwokKerto,.....ccoeveuneenannnnnss

An. Kepala DinhubkominfoKabupaten Banyumas

Bendahara Penerima

.......................

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

i
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Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

